
BUPATI BANYUASIN 
PROVINSI SUMATERA SELATAN 

PERATURAN BUPATI BANYUASIN 
NOMOR 41 TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATT NOMOR 268 TAHUN 2 022 TENTANG TTM 
BUPATI UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BANYUASIN 

Menim bang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANYUASIN, 

a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 huruf b 
Undang-Undan g Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan , diskresi Pejabat Pemerintahan meliputi 
pengambilan kepu tusan dan/ atau tindakan karena peraturan 
perunaang-un da'.i:,gcm t±dak mer.rga:tur; 

b. bahwa berdasarkan keten tu an dalam Pasal 13 ayat (4) 
huruf c dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan 
Kerja dan Standar K.c111pet ~-... ~i ~~cif ,"u1tli Kepo.!a. 8aC""&!'";., 
Bupati perlu m engangkat Tenaga Ahli atau Staf Khusus 
sebagai Tim Bupat i u n tuk Percepa tan Pembangunan 
Kabupaten Banyuasin yang berasal dari masyarakat dan/ atau 
akademisi berdasarkan keahliannya untuk akselarasi 
pen ca paian vtst dan m1s1 Bupati sesuai Ren can a 
Pembangunan J angka Men engah Daerah Kabupa ten 
Banyua sin; 

c . bahwa dalam persyaratan pengangkatan dan pemberhentian 
serta Masa Bh akti TBPP pada Peraturan Bupati Nomor 268 
Tahun 2022 tentang Tim Bupati untuk Perctpatan 
Pembangunan Kabupaten Banyuasin, perlu adanya 
penambah an dan penyempurnaan sehingga Peraturan Bupati 
Nomor 268 Tahu n 2022 tersebut perlu diubah; 

d . bahwa berdasarkan pertimban gan sebagaiman a dimaksud 
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati ten tang Pernbahan a tas Pera turan Bupati 
Nomor 268 Tahun 2022 ten tang Tim Bu pati untu k Percepatan 
Perobangunan Kabupaten Banyuasin. 
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1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2 IJndang-Und;mg Nomor 6 Tahu ... '1 2002 tentang P~mbentu.kan 
K.abupaten Banyuasin di Provins i Sumatera Selatan 
(Lembaran Negara Republik Indon esia Tahun 2002 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indon esia Nomor 
4181); 

3 . Undang-Unda."lg !'Tomor 1 7 Tah1.m 2003 tentang K~uange.n 
Negara (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Nega ra Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Ta hun 2004 tentang 
Perbendaharaan Nega:-a (~mbaran Negara Republik Indo11esia 
Tahun 2004 Nomor 5, Ta mbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinta han 
Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, T::t.."Ilb::,.han Lembara.11 Negara 
Republik In don esia Nom or 5587) sebagaimana telah bebera pa 
ka li diubah, terakhir dengan Undang-Unda ng Nomor 1 Tahun 
2022 ten tang Hubungan Keu angan antara Pem erintah Pusa t 
dan Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Re publik 
Indon esia Tahun 2022 Nom or 4 , (Lembaran Negara Repu blik 
In donesia Nomor 6757); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten tang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 
2014 Nomor 292, Tambahan Lemba ran Negara Republik 
Indon esia Nomor 5601 ): 

7 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 17 ten tang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelen ggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik lndones·ia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indon esia 
Nomor 604 J ); 

8 . Peraturan Pemerin tah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pen gelolaan Keu angan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 , Tamba han Lembaran 
Nega ra Republik Indonesia Nomor 6322); 

9 . Perv.t1_1ran Menteri D?.hm !\legeri Nomor 134 T~.hun 2018 
tentang Kedudu kan, Tata Hubungan Kerja dan Standar 
Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 162); 

10. Pera turan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
t~nt1.'1g Klasifikasi, Ko1efikasi, d'.a!n Nome!1k!atur Perenca.11aan 
Pem bangunan dan Keuangan Daera h (Serit a Negara Republik 
In donesia Tahun 2019 Nomor 1447); 
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11. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Pembentuk an da n Susu.nan Perangka t Daera h (Lem bar a n 
Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9); 

12. Peraturan Bupa ti Nomor 268 Tahun 2022 tentang Tim Bupati 
untuk Percepatan Pembangunan Kabupaten Banyuasin 
(Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2022 Nomor 
268) 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATJ NOMOR 268 TAHUN 2022 TENTANG TIM BUPATI UNTUK 
PERCEPATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BANYUASIN. 

Pasall 

Beberapa ketentuan dala.m Pera.turan Bu pa ti Nomor 2 68 
Tahun 2022 tentang Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan 
Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin 
Tahun 2022 Nomor 268), diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

1. Ketentuan da lam Paso.! 2 ayat (4) dihapus, seh ingga berbunyi 
sebagai berikut : 

Pasal 2 

(1) Dengan Peraturnn Bu.pati ini dibentu k TBPP. 

(2) TBPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 
paling banyak 9 (sembilan) orang. 

(3) TBPP sl:'bagaimana dimaksud pada aya t (2) diangkat 1 
(satu) orang sebagai Ketua merangkap Anggota. 

(4) dihapus. 

(5) Ketua berwernmg membawahi bid ang leinnya. 
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2. Ketentuan dalam PasRl 6 hu ru f a diubah, sehi ngga berbu nyi 
sebagai berikut : 

Pasal 6 

Persyaratan dapat dfangkat menjadi TBPP adalah : 

a. bagi yang berstastus ASN dan/atau pengmus/anggota 
organisasi wajib mendapat rekomendasi atau persetujuan 
dari instansi dan/ atau pimpinan organisasi; 

b. mampu secara jasm ani dan rohani rnelaksanakan tugas 
dengan baik; 

c. berpengalaman di bidang masing-masing paling sedikit 3 
(tiga) tahun; dan 

d . berpendidikan minimBJ Sarjana Strata 1 a tau sederaja t . 

3. Ketentuan dalam Pasal 7 diubah menjadi ayat (1) dan ayat (2), 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 7 

TBPP diberhentikan atau berhenti, apabila: 

a . mencalonkan diri sebagai calon legislatif; 

b. meninggal dunia; dan 

c. tidak diperlukan lagi dalam jabatan TBPP atas Keputusan 
Bupati. 

4. Ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga 
berbu nyi seb agai berikut : 

Pasal 9 

( 1) TBPP diangkat dan diberhentikan oleh Bupati yang berasal 
dari ASN dan Non ASN yan g memenuhi persyaratan. 

(2) Masa Bhakti TBPP selama 1 (satu) tahun dan dapat 
diperpanjang Kembali selama masa jabatan Bupati definitif 
dan sepanjang ja batan Bupati dijabat oleh orang yang 
sama. 

(3) Dal a.m hal masa bhakti TEPP sebagaimana dimaksud pa da 
ayat (2), Bupati dapat memberhentikan sewaktu-waktu. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada langgal d.itetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita 
Daerah Kabupaten Banyuasm 

Ditetapkan di Pangkalan Balai 
pada tanggal 12 Juli 2023 

BUPATJ BANYUASIN, 

H. ASKOLANI 

Dtundangkan di Pangkalan Bala1 
pada tanggal 12 Juu 2023 

SEKRETARIS OAERAH, 
KABUPATEN BANYUASIN, 

ERWIN IBRAHIM 

BERJTA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2023 

Do}(umo11 lnl totoh dttandatanganl sec:;an 

settJ!b ~ (as,£}, lltSSN 
olel(trOnllc yang dlterbltkan oleh Sar.,/ 


